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Selesai.

SURAT TUGAS
Nomor : ST/ i1 -A /X/2024/FH-UBJ

Tentang
PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Upgrading Hukum
Kesehatan dengan tema “Perkembangan Mendasar dan Aktual Hukum
Kesehatan di Indonesia (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan
Putusan Pengadilan)”, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu mengeluarkan
surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

1.
2
3.

4.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi.

Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

MENUGASKAN :

SRI WAHYUNI, S.H.. M.H.
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Upgrading
Hukum Kesehatan dengan tema “Perkembangan Mendasar dan Aktual
Hukum Kesehatan di Indonesia (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif
dan Putusan Pengadilan)’, yang dilaksanakan pada :

Hari . Rabu
Tanggal . 23 Oktober 2024
Tempat . Aplikasi Zoom Meeting.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Difetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal  : 2% Oktober 2024
Dekan Fakultas Hukum,
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Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.

NIP. 2401637
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SERTIFIKAT

No. 217/upgrading.hukum.Kesehatan/perdata/fh.Unsri/x/2024

diberikan Kepada:

atas partisipasinya

Upgrading Hukum Kesehatan “Perkembangan Mendasar dan Aktual Hukum Kesehatan
i di Indonesia" (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan Putusan Pengadilan)
Inisiasi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dalam Rangka Dies Natalis Ke-64 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- Palembang, 23 Oktober 2024

\-_J\_,_,

Prof":l‘ H. Jon mirzon, S.H., M.Hum.

~Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
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Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan | @

* Rumah Sakit odolah fasllitas pelayanan kesehatan
yang menyelenggorakan pelayanon  kesehotan
melalui pelayanan Kesehatan promotive, preventif,
kuratif, rehabilitative, dan/paliatit dengan
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan

PERKEMBANGAN HUKUM RUMAH SAKIT
SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN

- —_
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gawat darurat. 1 ‘
KESEHATAN Dl lNDONEs'A * Fasllitas pelayanan kesehatan odoloh suctu alot ‘ L,’
danfatau  tempat  yang  digunakan  untuk "u
A el oy B menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan "~ - 1.
yang dilokukan oleh Pemerintaoh, pemerintah daerah, - ¥ T
dan/atau masyarakat. ) |
.
Aturan ] |
* WHO I

* Undang-Undang No. 23 Tahun 1892

* Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
* Undang-Undang No. 44 Tahun 2008
* Undang-Undang No. I7 Tahun 2023

* PP No. 28 Tahun 2024

Tujuan dan Fungsi Rumah Sakit Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

(Undang-Undang No. 17 Tahun 2023)




Kewajiban Rumah Sakit

Pelanggaran terhadap
Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009
Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dikenakan sanksi
Pelayanan bencana administratif berupa :
a. teguran
b. teguran tertulis; atau
Menghormati dan melindungi hak-hak pasien Membuat dattar tenaga medis ylabiian pERlt i Spdoldnran c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit

au kedokter s gi tenaga Kesehatan

oticn romah selt Pasal 198 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

Pemiliki system pencegahan kecolakaan dan penanggulingan Metingdungi dan mumiberikan bantuan mukum bagh semus potugs pem“ggaran atas kewajiban Rumah Sakit dikenakan sanksi
bencana Finmah sakit datam metaksanakan tug administratif  sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. ?

Pengelolaan Rumah Sakit sebagai . Bt Perizinan Rumah Sakit sebagai
Badan Hukum Fasilitas Kesehatan

Sebelum Berbentuk Badan Hukum Badan Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 -
« Pengelolaan Rumah Sakit dibagi menjadi Rumah Sakit
Pasal 56 publik dan Rumah Sakit privat;
(1) Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat * Rumah Sakit publik diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Paraturan Pemaerintah No. 28 Tahun
kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit pengelolaan Badan Layanan Umum dan Rumah Sakit 2024
khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter privat dikelola oleh badan hukum yang berbentuk PT. Pasal 59 Pasal 25 Panal 165 Panal 824
slalls, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko ua penyelenggaraan sarana (5) etiap fasilitas pelayanan Setlap Rumah Sakit wajib  memiliki
spc P Bigi spesialis, pr. 2. Pasal 185 U B 17 Tahun 2023 ' (1) Sem el - f) Setiap penyelenggara Rumah 5) Setiap fasili ! B: Sl
obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan 5 5 kesehatan harus memilik izing Sak ib ik 1 Kesehatan wajib memenuh perizinan berusaha yang diberikan set
obat. laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan. balai ‘ :umhFSahl dapat. d nam=sian dieh. Pemerintah i skl perizinan berusaha dari memenuhi persyaratan sesual dengan
pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya. & ‘.h said inkah D‘“::;‘,:u Maxarah!;u - (2) ) lzin penyelenggaraan sarana (2) ) Izin sebagaimana dimaksud pemerintah  pusal, pemerintah ketentuan Peraturan perundang-undangan
(2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) * t yang TR t rus kesehatan diberikan dengan mem- pada ayat (1) terdir darl tzin daerah sesual dengan Pasal 268
dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau berbentuk Badan .Hukum dan kegiatan usahanya perf.llﬂklﬂ pemerataan dan miendirikan dan izin Seial. kewenangannya berdasarkan smdm:p a tashitas pela
masyarakat. hanya bergerak di bidang pelayanan Kesehatan, g muty norma, stander, prosedur dan K .m":: o w° r:‘ el n-d‘ m'
kesehatan. kriteria yang ditetapkan oleh berussha  yang  diberian  setelah
| pemerintah pusat. memenuhi  persyaratan  sesual  jenis
l ] .-‘L fasilitas pelayanan Kesehatan
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Perizinan dari Aspek Hukum
Administrasi

Perizinan adalah pemberian legalitas dari pemerintah
yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi
penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan dari suatu peristiwa konkrit.

« Secara umum, tujuan pemberian izin:

1.Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas
tertentu;

2.Mencegah bahaya bagi lingkungan,;

3.Keinginan melindungi objek tertentu;

4.Hendak membagi benda-benda yang sedikit

5.Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas,
dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Tanggung Jawab Rumah Sakit

Tanggung Jawab Tanggung Jawab
Etik Profesi

Tanggung Jawab
Hukum

wlang No, 23 Takun 1992

Pasal 8O ayat (2)

“Barang slapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat
untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak
berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta
tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta ruplah).”

Pelanggaran terhadap Perizinan
Rumah Sakit

Undang Undang Na. 44 Tahan 2009

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit
tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar
rupiah),

Pasal 63

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dilakukan oleh korporasl, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali darl pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62,

{2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korpaorasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a.  pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Tanggung Jawab Hukum

perbuatan mengakibatkan kedisabilitasan
atau kematian, pimpinan fas dipidono penjara

) iap orang yang mempekerjakan tenage medis
danfatau shaton yang tidok mempunyai SIP
dikenckan pidona penjaro

LTI vang  ditimbulkan  atas
i t 10 kasenatar

kelalaian

.

ditimbulkan atas kelalaian yung
ik sumber daya monusia Kesehatan di
rumah sakit { lebih iuas )




Tanggung Jawab Hukum

Pasal 447 ayat (1) UU No.17 Tahun 2023: Tindak pidana yang dilakukan
oleh korporasi, pertanggungjawabon pidana dikenakan pada korporasi,

Doktrin Respondeat Pemberi kerjo dapot dianggap bertanggung jawab

secora tidok lungsung atas tindakon melowan hukum
dari seorang karyawan

Tanggung Jawab
RS atas Kelalaian
SDM menurut Teori

pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah,
pemagang kendall, dan atou pamilik manfaat korporasi.

RS sebagai Korporasi

Seocloh oloh ada hubungan keagenan padahal belum

Doktrin Ostensible tentu ada, namun patut diduga seperti itulah
atau Aml"eﬂt hubungan hukum yang terjadi
g yang terj

Agency

Ayat (2): Pidana Denda bagi korporasl tergantung ancomaon pidana
penjara pada tindak pidana yong dilokukan

Ayat (3): Korporasi dikenoi pertanggungjowobon secara pldana
terhodap suotu perbuatan yong dilakukan untuk dan/atau atas nama

‘ , korporasi jika perbuatan tersebut masuk dolam ruang lingkup usohanya
sebogaiman oditentukan dolom AD atou ketentuan lain yang beriaku
bagl korporasi yang barsangkutan,

Rumah Sakit harus bertanggung jowab otos hal-hal
Doktrin Non Delable yang ada di RS karena dianggap merupakan tugas RS

salah satunyo termasuk penyediaan fasilitas RS,

Ayat (4): Pidana dijatuhkan kapada karporasi jike tindak pidana ;
( ) a.Dilakukan dolam rongka pemenuhan maksud don tujuan korporasi
b.Ditarima sabagal kebijakan korporasi

Pertanggungjawaban menurut hukum otas perbuaton

c.Digunakan untuk manguntungkan korporasl secara melawan hukum Doktrin Vicarious melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
Pasal 448 UU Ne. 17 Tahun 2023: dalam hal tindak pidana di pasal 428,
430 s/d 435, 437, 442, 444,445 dan posal 448 dilokukan olah korporosi,
O selain dikenokan pidong denda korporasi jugo dikenokan pidano
tombohon berupa : N Tanggung jawab tanpa adanya kesalahan
Doktrin Strict

o.Pembayaran ganti rugl

b.Pencabutan lzin tertentu dan/atau

c.Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
korporasl

Liability

Tanggung Jawab RS dalam Implementasi Tanggung Jawab RS dalam Implementasi

Doktrin Ostensible atau

Apparent Agency

* Rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap dokter tetapnya. Rumah sakit tidok bertanggung jawab
terhadap dokter tidak tetap yang melokukan tindakan maedis di rumah sakit (Putusan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 18/Pdi.G/2008/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
62/PDT/2006/PT.PLG Jo. Putusan Kasasl Mahkamah Agung Republik indonesio Nomor 1762/k/Pdt/2007 jo
Putusan Peninjauan Kemball Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352/PK/PDT/2010);

* Rumah sakit bertanggung jowab terhadap dokternya, meskipun merupakan dokter tidak tetap
atou dokter visit (Putuson Kososl Mahkamah Agung Republik Indoneslia Nemor 1752 k/Pdt/2007,
Putuson Peninjauan Kemball Mohkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 PK/Pdt/2010,
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Ptk);

Rumah sakit bertanggung |owab terhadap dokter yang melaksanakan tindakan medis di dalam
lingkungaon rumah sakit, tidak pedull apapun stotus pekerjo atau hubungon kerja antara dokter
dan rumah sakit, Bentuk dan sifat hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit tidak relevan
bagl pasien karena hal tersebut merupakan hubungan internal aontara dokter don rumah sakit
(Putusan Kasasi Mahkamoh Agung Republik Indonesia Nomor 1752 K/Pdt/2007, Putusan
Peninjauan Kemball Mahkamoh Agung Republik Indonesia Nomor 352 PK/Pdt/2010);

* Rumah sakit hanya sebagal penyedio sarana dan prasarana, bukan sebagal pengendali atas tindakan
medis yang dilakukan oleh dokter. Tindokan medis yong dilakukan oleh dokter merupakan ranah
kewenangan dan perwujudan ruang lingkup protesionalitas dori dokter. (Putusan Pengadiion Negeri
Palembang Nomor 18/Pdt.G/2008/PN.PLG Jo. Putusan Pengadilan Tinggl Palembang Nomor
62/PDT/2008/PT.PLG jo. Putusan Kasasi Mohkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1762/k/Pdt/2007 jo.
Putuson Peninjouan Kemball Mahkamoh Agung Republik Indonesic Nomor 362/PK/PDT/2010, Putusan
Pengodilon Negeri Jokarto Barat Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadiian Tinggi DKI Jokarta
Nomaor 577/PDT/2017/PT.0KI, Putusan Pengodilon Negerl Banda Aceh Nomor 38/Pdt,G/2018/PN Bna, Putusan

pengadilan Tinggl Bando Aceh Nomor M/PDT/2010/PT BNA); * Rumah sakit mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengowasan terhadap

dokter (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks, Putusan Pengodilan
Tinggl Jaowa Barat Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 13668 K/Pdt/2017, Putusan Pengadilan Negeri Jokorta Pusat Nomor
568/Pdt.6/2013/PN.Jkt.Pst);

* Hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter merupakan hubungan yang berbentuk kerja sama
atau kemitraan, di mana dalam hubungan tersebut tanggung jawab hukum rumah sokit sangat
terbatas, yoltu rumoh sakit hanyo menyediakan fasilitas (Putusan Pengadilan Negerl Surabaya Nomor
326/Pdt.G/2017/PN.Sby)




Tanggung Jawab RS dalam Implementasi

Doktrin Ostensible atau
Apparent Agency

Rumah sakit bertanggung jowab terhadap dokternyo karena terdapat hubungan hukum
antara rumah sakit dan dokter serta Standar Operasional Prosedur (sor) yang dibuat oleh
rumah sakit sebagoi penjaminan mutu terhadap dokter dan tindakan medisnya. (Putusan
Pengadilan Tinggi DK Jakarta Nomar 23/PDT/2018/PT.DK1);

Rumah sakit bertonggung |Jawab terhadap kompetensi dan kewenangan dokter yang
bekerja di rumah sakit (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Mad);

Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas sarana prasarana rumah sakit (Putusan
Kasasl Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 778 K/Pdt/2014);

Rumah sakit bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan dokter melalul
Dewan Pengawas Rumah Sokit (Putusan Pengadilan Negeri Sangotto Nomor
511/Pdt.G/2018/PN Sgt).

TERIMA KASIH
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Sei Wahyuni

Perizinan Rumah Sakit sebagai
Fasilitas Kesehatan
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Pelanggaran terhadap Perizinan
Rumah Sakit
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